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Abstrak: Penelitian ini membahas sengketa tanah adat dalam konteks investasi asing di 
bidang energi baru di Indonesia. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa, 
termasuk ketidaksesuaian hukum, kurangnya informasi dan keterlibatan masyarakat, serta 
dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Strategi untuk mengatasi sengketa tersebut juga 
dibahas, termasuk konsultasi dan partisipasi masyarakat, penerapan prinsip 
pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, penegakan hukum serta perlindungan hak 
asasi manusia. Dengan mempertimbangkan implikasi dari konflik yang terjadi, langkah-
langkah untuk memastikan investasi asing dalam energi baru memberikan manfaat yang 
berkelanjutan bagi semua pihak ditekankan. 
Kata Kunci: Investasi Asing ,Energi Baru,Sengketa Tanah Adat. 
 
A. Pendahuluan  

Pengembangan energi baru menjadi prioritas utama dalam upaya mengurangi 
ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi dampak perubahan iklim. Investasi 
asing memainkan peran krusial dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur 
energi baru. Namun, tantangan hukum yang kompleks seringkali menjadi hambatan bagi 
investasi asing di sektor energi baru. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji secara 
mendalam aspek hukum terhadap investasi asing di bidang energi baru di Indonesia.  

Pemilihan tema "Permasalahan penggunaan lahan Masyarakat atas investasi asing 
di bidang energi baru " didasarkan pada pentingnya memahami peran hukum dalam 
mendorong atau menghambat investasi asing di sektor energi baru. Dengan memahami 
tantangan hukum yang dihadapi oleh investor asing, kita dapat mengidentifikasi solusi 
yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan investasi 
asing di sektor energi baru di Indonesia. Aspek pembaharuan hukum dalam tema ini 
melibatkan analisis mendalam terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku dalam 
investasi asing di sektor energi baru. Hal ini termasuk perizinan, hak kepemilikan tanah, 
regulasi lingkungan, dan penyelesaian sengketa. 

Pengembangan energi baru menjadi fokus utama bagi banyak negara, termasuk 
Indonesia, berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan 
memerangi dampak perubahan iklim global.Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, 
diperlukan investasi besar dalam infrastruktur energi baru. Dalam konteks ini, investasi 
asing memainkan peran penting sebagai sumber modal yang diperlukan untuk 
mempercepat pengembangan sektor energi baru. 

Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber energi terbarukan seperti panas 
bumi, angin, surya, dan biomassa, telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan 
kontribusi energi terbarukan dalam bauran energinya. Namun, meskipun potensinya besar, 
pengembangan energi baru di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk 
kompleksitas regulasi, ketidakpastian hukum, dan risiko politik tinggi.  

Salah satu aspek yang hendak diperhatikan ketika mengembangkan sumber energi 
baru adalah aspek hukum terhadap investasi asing di sektor tersebut. Investasi asing dapat 
membawa manfaat ekonomi yang besar, namun juga memunculkan sejumlah masalah 
hukum yang kompleks. Dalam konteks energi baru, masalah-masalah tersebut meliputi 



Vol. 6 No.4 Edisi 2 Juli 2024 
http://jurnal.ensiklopediaku.org 

Ensiklopedia of Journal 

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia P-ISSN 2622-9110 
E-ISSN 2654-8399 

408 

 

 

perizinan, hak kepemilikan tanah, regulasi lingkungan, serta penyelesaian sengketa. 
Berita terkini dari media menggambarkan berbagai masalah dan tantangan dalam 

investasi asing di sektor energi baru di Indonesia. Contohnya, berita tentang sengketa lahan 
antara investor asing dan masyarakat lokal, serta ketidakpastian regulasi yang 
mempengaruhi keputusan investasi asing. 

Energi baru menjadi fokus utama dalam upaya global untuk mempercepat transisi 
menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan 
kebutuhan akan sumber energi yang ramah lingkungan, energi baru memainkan peran 
kunci dalam menyediakan solusi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Investasi asing 
memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur energi baru di berbagai 
belahan dunia, memfasilitasi transfer teknologi dan sumber daya ke daerah-daerah di mana 
potensi energi terbarukan besar namun modal lokal terbatas. 

Namun, di sepanjang perjalanan menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan, 
seringkali muncul konflik dan sengketa yang kompleks terkait dengan penggunaan lahan 
untuk proyek energi baru, terutama ketika proyek tersebut melibatkan investor asing. Salah 
satu masalah utama yang muncul adalah sengketa tanah adat, di mana masyarakat lokal, 
yang seringkali merupakan pemilik adat dari tanah yang akan digunakan, memiliki klaim 
historis dan budaya yang kuat terhadap lahan tersebut. 

Dalam konteks ini, sengketa tanah adat menjadi hal penting untuk memahami lebih 
dalam, karena konflik ini dapat menjadi hambatan serius bagi pembangunan proyek energi 
baru yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam karya ini, kami akan mengeksplorasi 
dinamika penggunaan lahan masyarakat dalam investasi asing di bidang energi baru, 
dengan fokus pada sengketa tanah adat sebagai studi kasus yang relevan. Dengan 
memahami akar penyebab dan implikasi dari sengketa ini, kita dapat mencari solusi yang 
lebih baik untuk memastikan bahwa investasi asing dalam energi baru dapat berjalan 
sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan hak-hak masyarakat lokal. 

Berdasarkan pendahuluan tersebut ,maka dapat dikemukakan sebagai berikut: 
Bagaimana penyelesaian masalah sengketa lahan masyarakat atas pembanungan pabarik 
oleh investor asing di indonesia? Dalam konteks penggunaan lahan untuk proyek energi 
baru oleh investor asing di Indonesia, terdapat sejumlah undang-undang dan peraturan yang 
relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, 
merupakan landasan hukum pokok terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah di 
Indonesia. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat. 
Berikut adalah beberapa pasal yang dapat menjadi rujukan dalam penguraian konflik antara 
kepentingan masyarakat adat dan investasi asing dalam penggunaan lahan:  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria: Pasal 1 ayat 
(3): Menegaskan bahwa tanah adat adalah tanah milik masyarakat adat berdasarkan adat 
istiadat setempat. Pasal 9: Menyatakan bahwa tanah adat memiliki kedudukan yang sama 
dengan hak atas tanah yang diakui undang-undang. Pasal 33: Menyatakan bahwa tanah 
negara dan hutan negara diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dapat dikuasai oleh 
negara. Pasal 36: Menyatakan bahwa masyarakat adat milik hak guna tanah yang diakuinya 
sebagai tanah adat secara turun-temurun. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 18: 
Menegaskan hak setiap orang untuk memiliki tanah secara pribadi mematuhi persyaratan 
hukum yang berlaku. Pasal 18B: Menegaskan hak suatu masyarakat hukum adat untuk 
memiliki, menguasai, dan mengelola tanah adatnya sesuai dengan norma, agama, dan adat 
istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pasal 28I ayat (3): Memastikan hak setiap 
orang dilindungi, dihormati, dan mendapat kepastian hukum. 
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B. Metodologi Penelitian  
Penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif. Metode ini bertujuan untuk 

menganalisis dan menafsirkan hukum serta peraturan yang berlaku dalam konteks investasi 
asing di sektor energi baru di Indonesia, khususnya terkait dengan sengketa tanah adat. 
Pendekatan normatif ini melibatkan penggunaan literatur, dokumen hukum resmi, dan 
penelitian sebelumnya sebagai sumber data, serta melakukan analisis terhadap kerangka 
hukum yang relevan. Dengan demikian, metode penelitian ini lebih menekankan pada 
pemahaman dan interpretasi terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 

 
C. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian menunjukkan bahwa dinamika penggunaan lahan masyarakat dalam 
investasi asing di bidang energi baru sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang 
kompleks, yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa tanah adat. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi sengketa tersebut antara lain: Konflik terkait penggunaan lahan seringkali 
memicu ketegangan antara masyarakat adat dengan pihak lain yang terlibat dalam proyek 
energi baru. Hal ini dapat menyebabkan retaknya hubungan sosial antar-masyarakat dan 
bahkan mengarah pada konflik yang lebih besar. 

Proyek energi baru yang mengubah pola penggunaan lahan dapat mengakibatkan 
masyarakat adat kehilangan akses terhadap tempat-tempat yang memiliki nilai historis, 
budaya, dan spiritual yang penting bagi identitas mereka. Ini dapat menyebabkan hilangnya 
warisan budaya dan tradisi yang tidak bisa direkonstruksi kembali. 

Pembangunan infrastruktur energi baru seringkali memaksa masyarakat adat untuk 
meninggalkan mata pencaharian tradisional mereka yang terkait dengan penggunaan lahan 
tersebut, seperti pertanian subsisten, perikanan, atau kegiatan berbasis hutan. Hal ini dapat 
menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan di kalangan masyarakat adat. 

Proyek energi baru yang memanfaatkan lahan masyarakat adat seringkali 
memberikan manfaat ekonomi yang tidak merata, dengan sebagian keuntungan besar 
mengalir ke investor asing atau pemerintah, sementara masyarakat adat hanya mendapat 
sedikit atau bahkan tidak mendapat manfaat apapun dari proyek tersebut. 

Penggunaan lahan untuk proyek energi baru dapat mengakibatkan kerusakan 
langsung terhadap ekosistem yang ada, termasuk hilangnya habitat alami, pengurangan 
keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan. Ini dapat mengancam keberlanjutan 
lingkungan dan kelestarian sumber daya alam di wilayah tersebut. Proyek-proyek energi 
baru juga dapat memiliki dampak pada perubahan iklim lokal, baik melalui pelepasan gas 
rumah kaca selama konstruksi dan operasi, maupun melalui perubahan dalam pola curah 
hujan dan suhu udara sebagai akibat dari perubahan penggunaan lahan. 

Dengan mempertimbangkan dampak-dampak ini, penting bagi semua pihak yang 
terlibat dalam investasi asing di bidang energi baru untuk memprioritaskan penyelesaian 
konflik dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Langkah-langkah konkret yang dapat 
diambil untuk mengurangi dampak negatif dan mempromosikan pembangunan yang 
inklusif dan berkelanjutan meliputi: 1) Mengadopsi pendekatan konsultatif dan partisipatif 
yang memungkinkan masyarakat adat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan 
keputusan yang relevan dengan penggunaan lahan mereka; 2) Memberikan kompensasi 
yang adil kepada masyarakat adat atas dampak negatif yang mereka alami akibat proyek 
energi baru, termasuk kerugian mata pencaharian, kerusakan lingkungan, dan kehilangan 
warisan budaya; dan 3) Memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang melindungi dan 
menjaga masyarakat hak-hak adat bahwa investasi asing dalam energi baru tidak 
merugikan atau merugikan mereka. 
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Aspek Hukum Sengketa Tanah Adat. Ketidaksesuaian dengan Hukum Tanah 
Adat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan sengketa adalah ketidaksesuaian antara 
investasi asing dalam proyek energi baru dengan hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh 
hukum tanah adat Indonesia. Hal ini sering kali terjadi ketika investor asing mengklaim 
tanah yang telah lama dihuni dan dikelola oleh masyarakat adat tanpa memperoleh 
persetujuan atau konsultasi yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18B, mengatur hak 
masyarakat adat untuk memiliki, menguasai, dan mengelola tanah adatnya sesuai dengan 
norma, agama, dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut.    Penyalahgunaan 
atau pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat menjadi dasar sengketa tanah adat. 

Ketidaktersediaan Informasi dan Keterlibatan Masyarakat. Seringkali, 
keputusan mengenai penggunaan lahan untuk proyek energi baru dibuat tanpa konsultasi 
yang memadai dengan masyarakat lokal yang terkena dampak.    Kurangnya informasi 
yang memadai dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 
dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penolakan proyek. Pasal 28I ayat (3) UU Nomor 
39 Tahun 1999 menjamin setiap orang berhak atas perlindungan, penghormatan, dan 
kepastian. Hak hukum.  Oleh karena itu, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan penggunaan lahan penting untuk mencegah konflik. 

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Konflik terkait dengan penggunaan 
lahan untuk proyek energi baru juga sering kali dipicu oleh dampak sosial, ekonomi, dan 
lingkungan yang ditimbulkannya. Pembangunan infrastruktur energi baru dapat 
menyebabkan perubahan dalam pola penghidupan masyarakat lokal, seperti kehilangan 
akses terhadap sumber daya alam tradisional atau perubahan dalam tatanan sosial 
ekonomi.Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 
menentukan bahwa tanah negara dan hutan negara diperuntukkan bagi kepentingan umum 
dan dapat dikuasai oleh negara. Namun, penggunaan lahan tersebut harus 
memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul, serta 
memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak. Strategi yang dapat 
diterapkan untuk mengatasi sengketa tanah adat dalam konteks investasi asing di bidang 
energi baru antara lain: 

Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat. Pemerintah dan investor asing harus 
melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan 
keputusan terkait proyek energi baru. Ini melibatkan memberikan informasi yang 
transparan, memfasilitasi dialog dan konsultasi yang inklusif, serta memperhitungkan 
masukan dan kebutuhan masyarakat lokal dalam merancang proyek. 

Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan. Investor 
asing harus mengadopsi prinsip-prinsip pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dalam 
semua tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga operasi. Ini termasuk 
memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul, serta 
memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak. 

Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemerintah perlu 
memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat 
dan hukum tanah adat.    Hal ini termasuk memastikan bahwa keputusan pengadilan dan 
kebijakan hukum lainnya mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan memberikan 
perlindungan yang memadai atas klaim mereka atas tanah adat. 

Implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari konflik yang terjadi dapat sangat 
signifikan. Secara sosial, konflik dapat mengakibatkan kerusuhan, ketegangan antar 
masyarakat, dan penurunan kualitas hidup. Secara ekonomi, konflik dapat mengganggu 
investasi dan pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, dan 
mengakibatkan kerugian finansial bagi semua pihak yang terlibat. Secara lingkungan, 
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konflik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, mengancam 
keberlanjutan sumber daya alam, dan merusak ekosistem yang sensitif. Dengan mengambil 
langkah-langkah untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara efektif, pemerintah, 
investor asing, dan masyarakat adat dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa investasi 
asing dalam energi baru memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang 
terlibat. 

 
D. Penutup  

Berdasarkan pembahasan diatas ,dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
Sengketa tanah adat sering kali muncul karena ketidaksesuaian antara investasi asing 
dengan hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh hukum tanah adat Indonesia. Konsultasi 
yang tidak memadai dengan masyarakat lokal dan kurangnya transparansi dalam 
pengambilan keputusan hanya memperburuk ketegangan. Dampak sosial, ekonomi, dan 
lingkungan dari konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Masyarakat 
adat sering kali kehilangan akses terhadap sumber daya alam tradisional mereka, sementara 
proyek energi baru dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan merusak ekosistem 
yang sensitif. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi sengketa tersebut 
secara efektif. Ini termasuk melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam proses 
pengambilan keputusan, menerapkan prinsip pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, 
serta memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat 
adat.  
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